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ABSRACT 

This study aims to reconstruct the financial statements at SMK Muhammadiyah 3 

Ambulu in accordance with PSAK No. 45. Data collection is derived from related 

financial documents and unstructured interviews conducted at Ambulu SMK 

Muhammadiyah 3. From the results of the data collection, reconstruction was 

carried out because the school did not use the applicable financial reporting 

standards, namely PSAK no. 45 regarding financial reporting on non-profit 

entities. This research produces financial statements of SMK Muhammadiyah 03 

Ambulu which are in accordance with PSAK No. 45, namely, Activity Reports, 

Financial Position Reports, Cash Flow Reports and Notes to Financial Statements. 

 

Keywords: PSAK No. 45, Financial Statement Reconstruction, Private Education 

Foundation. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi laporan keuangan pada SMK 

Muhammadiyah 3 Ambulu yang sesuai dengan PSAK no.45. Pengumpulan data 

berasal dari dokumen keuangan terkait serta wawancara tak berstruktur yang 

dilakukan pada SMK Muhammadiyah 3 Ambulu. Dari hasil pengumpulan data 

tersebut dilakukan rekonstruksi karena sekolah tersebut belum menggunakan 

standar laporan keuangan yang berlaku yaitu PSAK no. 45 mengenai pelaporan 

keuangan pada entitas nirlaba. Penelitian ini menghasilkan laporan keuangan 

SMK Muhammadiyah 03 Ambulu yang sesuai PSAK no.45 yaitu, Laporan 

Aktivitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

 

Kata Kunci: PSAK no.45, Rekonstruksi Laporan Keuangan, Yayasan Pendidikan 

Swasta. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Karakteristik  organisasi  nirlaba  berbeda  dengan  organisasi  

bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. organisasi nirlaba   memperoleh   sumber   daya   dari   sumbangan   
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para   anggota   dan   para penyumbang  lain  y ang  tidak  mengharapkan  

imbalan  apapun  dari  organisasi tersebut. 

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba 

timbul transaksi  tertentu  yang  jarang  atau  bahkan  tidak  pernah  terjadi  dalam  

organisasi bisnis  misalny a  peneri maan  su mbangan.  Na mun  de mikian  

dalam  praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga 

seringkali sulit dibedakan  dengan  organisasi  bisnis  pada  umumnya.  Pada  

beberapa  organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba 

tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan 

operasinya dari pendapatan  atas jasa  yang  diberikan  kepada  publik.  

Akibatnya,  pengukuran  jumlah  aset,  dan kepastian  aliran  pemasukan   kas  

menjadi   ukuran  kinerja  penting  bagi  para pengguna laporan keuangan 

organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.  Organisasi  

semacam  ini  memiliki  karakteristik  yang  tidak  jauh  berbeda dengan bisnis 

pada umunya. 

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai suatu standar khusus yang 

berlaku rinci terkait dengan organisasi nirlaba,walaupun telah dinyatakan secara 

teoritikal   bahwa   PSAK   45   merupakan   standar   bagi   organisasi   nirlaba. 

Keterbatasan ruang lingkup serta acuan pengaturan membuat penerapan atas 

standar ini tidak berjalan efektif (hanya bersifat teoritikal) hingga IAI (Ikatan 

Akuntan  Indonesia)  menerbitkan  exposure  draft  atas  standar  bagi  organisasi 

nirlaba yang kemudian menjadi PSAK 45 (revisi 2010) yang dijalankan secara 

efektif pada 1 Januari 2012. Standar bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas 

publik yang signifikan, dalam hal ini awalnya berdasarkan PSAK 45 (1997) yang 

berlaku adalah SAK Umum. Namun, kini secara spefisik atas organisasi 

nirlaba yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik diatur 

berdasarkan dengan SAK ETAP (melakukan penerapan atas SAK ETAP). 

Dengan menerapkan SAK ETAP maka terkait dengan metode maupun 

kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan tentunya akan lebih spesifik dan sesuai 

dengan kondisi entitas nirlaba yang umumnya memiliki transaksi-transaksi yang 

cenderung tidak terlalu kompleks layaknya entitas profit. Dengan kata lain, akan 

mempermudah entitas nirlaba dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan 

penilaian atas transaksi yang terjadi dengan adanya penerapan SAK ETAP dalam 

PSAK Nomor 45 (revisi 2010). Dengan melihat perubahan, perkembangan 

peraturan dan standar yang semakin lengkap dan kompleks atas organisasi nirlaba, 

dapat dijadikan sebagai bukti bahwa keberadaan organisasi nirlaba dalam tatanan 

perekonomian adalah signifikan dan memiliki dampak. Dampak positif yang 

diharapkan atas adanya revisi PSAK 45 tersebut, adalah laporan keuangan 

organisasi  nirlaba  semakin  relevan,  memadai,  lebih  mudah  dipahami,  dan 

memiliki daya banding yang tinggi. Namun, di sisi lain tidak dapat dipungkiri 

pula bahwa dengan adanya perubahan atas peraturan tersebut dapat menyebabkan 

suatu konflik baru yaitu apakah perubahan yang ada dapat tetap membuat 

kesesuaian atau sebaliknya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan 

standar-standar yang berlaku, antara lain: SAK Umum, SAK ETAP, dan PSAK 

45. 
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Adapun  objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  yaitu  berupa 

yayasan sekolah yang memiliki transparansi sehingga pencatatan atas jurnal, 

pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan atas laporan 

keuangan yang dimiliki dapat diketahui dan diberikan rekomendasi agar laporan 

keuangan  yang  dimiliki  sesuai  dengan  penerapan  standar  akuntansi  keuangan 

yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan yang dimiliki oleh objek penelitian 

yakni Yayasan telah disajikan dan diungkapkan secara rutin dari periode ke 

periode,  namun  laporan  keuangan  ini  belum  pernah  diaudit/dilakukan 

pemeriksaan baik terhadap kewajaran atas saldo yang dimiliki maupun kepatuhan 

terhadap penerapan standar yang berlaku. Sehingga, penyajian dan pengungkapan 

atas akun dalam laporan keuangan yang dimiliki belum sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian perlu dilakukan analisis lebih 

lanjut perihal pengakuan, pengukuran, penilaian (pengukuran lanjutan) yang 

menjadi satu kesatuan saling terkait satu sama lainnya. 

Analisa atas kerangka dasar akuntansi dapat memberikan esensi lebih atas 

laporan keuangan yang dimiliki oleh Yayasan terutama dalam penerapan standar 

akuntansi sehingga patuh dan memiliki akuntabilitas. Pengembangan wawasan 

atas standar akuntansi terkait pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba menjadi 

salah satu hal lainnya yang ingin dicapai oleh Yayasan. 

Berdasar uraian diatas dan mengingat pentingnya meyusun dan menyajikan 

laporan   keuangan   organisasi   nirlaba   bagi   stakeholder   maka   penulis   

dalam penyusunan laporan skripsi mengambil judul: "Penerapan PSAK no. 45 

tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Sekolah 

Muhammadiyah 3 Ambulu (Studi kasus pada SMK Muhammadiyah 3 

Ambulu)”. 

1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas,   maka   rumusan   masalah   dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana penyajian laporan keuangan SMK 

Muhammadiyah 3 Ambulu yang telah diterapkan dan apakah laporan keuangan 

SMK Muhammadiyah 3 Ambulu sudah sesuai dengan PSAK 45. 

 

2. TELAAH PUSTAKA 

2.1 Definisi Organisasi Nirlaba 

Entitas Nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang 

tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang 

sebanding dengan sumber daya yang diberikan (IAI, 2011:45.1). Pahala 

Nainggolan (2005:1) menyatakan bahwa organisasi nirlaba didirikan bukan 

untuk mencari laba semata walaupun dalam perjalanannya membutuhkan 

dana. 

Nordiawan (2006:1) menggambarkan organisasi sektor publik (nirlaba) 

sebagai berikut. 

Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki 

keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber 

daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. 

Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan. 

Tetapi, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan 
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komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik 

tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). 

Organisasi nirlaba didefinisikan oleh Bastian (2007a:3) sebagai berikut. 

Organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti: Organisasi 

Pemerintah Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi 

Pendidikan dan Kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan sekolah), Organisasi 

Tempat Peribadatan (masjid, gereja, vihara, kuil). 

 

2.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba 
IAI (2011:45.2) mengemukakan suatu entitas dapat dikelompokan 

sebagai entitas nirlaba bila memenuhi, kriteria sebagai berikut. 

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para pemberi sumber 

daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau 

manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya 

yang diberikan. 

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk 

laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka 

jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik 

entitas nirlaba tersebut. 

3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, 

dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat 

dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut 

tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas 

nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. 

Nordiawan (2006:2) menambahkan karakteristik umum sebuah 

organisasi nirlaba adalah sebagai berikut. 

a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. 

b. Dimiliki secara kolektif oleh publik. 

c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam 

bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. 

d. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi 

didasarkan pada konsensus. 

Karakteristik yang membedakan organisasi nirlaba dengan 

organisasi bisnis pada umumnya tercantum dalam Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) No.4 di dalam (Harry I. Wolk dll, 2013:239) 

yang meliputi. 

1. Receipts of significant amounts of resources from resource 

providers who do not except receive either repayment or economic 

benefits proportionate to the resource provided. 

2. Operating purposes that are other than to provide goods or 

services at a profit or profit equivalent, and 

3. Absence of defined ownership interests that can be sold, 

transferred, or redeemed, or that convey entitlement to a share of a 

residual distribution of resources in the event of liquidation of the 

organization. 
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Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 (2012 :1), dikatakan bahwa sebuah 

organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :  

a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak 

mengharapkan kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah 

sumber daya yang diberikan. 

b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika 

entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada 

pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. 

c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas nirlaba bisnis, dalam arti 

bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau 

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi 

pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran 

entitas nirlaba. 

Dari penjelasan diatas secara umum yang dikatakan organisasi nirlaba 

yaitu organisasi yang tidak mempunyai motif untuk mencari keuntungan. Inilah 

yang membedakan organisasi bisnis lainnya. Selain perbedaan, terdapat 

persamaan karakteristik dengan organisasi bisnis lainnya yaitu salah satunya 

merupakan bagian yang integral dari sistem perekonomian yang sama dan 

memanfaatkan sumber daya serupa dalam rangka mencapai tujuan. 

2.3 Klasifikasi Organisasi Nirlaba 
Rosenbaum (1996:15) sebagaimana dibahasakan  oleh 

Nordiawan (2006:4) mengemukakan klasifikasi organisasi berdasarkan 

sumber dana yaitu: 

a. Komersial, yaitu organisasi yang dibiayai oleh laba atau 

keuntungan dari kegiatannya 

b. Pemerintahan, yaitu organisasi yang dibiayai oleh masyarakat 

lewat pajak dan retribusi 

c. Organisasi Nirlaba, yaitu organisasi yang dibiayai oleh 

masyarakat lewat donasi atau sumbangan  

Pengkategorian  lain  menurut  Priyono  (1996:30)  di  dalam  

Nordiawan  (2006:4)tentang organisasi nirlaba di Indonesia membaginya 

menjadi empat golongan besar sebagai berikut. 

1. Lembaga keagamaan termasuk lembaga yang bergerak 

dibidang keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. 

2. Organisasi kesejahteraan sosial seperti BKKBN (Badan 

Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Nasional). 

3. Organisasi kemasyarakatan termasuk dalam golongan ini 

adalah organisasi sosial yang berdasarkan profesi seperti 

Organisasi Keluarga Berencana Indonesia. 

4. Lembaga swadaya masyarakat mencakup yayasan-yayasan 

amal dan filantropis, asosiasi kepentingan khusus. 

Bastian (2007b:216) menyatakan bahwa menilik dari apa yang 

timbul pada organisasi keagamaan, organisasi pada lembaga peribadatan 

dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba. Hal ini disebabkan oleh 

gerak dan orientasi organisasi pada organisasi keagamaan seirama dengan 

organisasi yang berjenis nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba 



6 
 
 

 

menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran 

keberhasilannya, seperti jumlah sumbangan dana yang diperoleh, 

pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang 

dilayani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikannya. 

.  

2.1. Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba 

2.2.1. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar 

khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda 

dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan 

terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber 

daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak 

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. 

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul 

transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi 

bisnis, conrohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba 

meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari 

hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang 

diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran ju mlah, saat dan kepastian 

aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna 

laporan keuangan organisasi tersebut,  seperti  kreditur  dan  pemasok  dana  

lainnya.  Berikut  ini  adalah  pengertian- pengertian menurut Pemyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 45: 

a. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

IAI (2011:Pr.06) menyatakan bahwa tujuan utama dari pembuatan 

laporan keuangan adalah “… menyediakan informasi yang relevan untuk 

memenuhi kepentingan para pemberi sumber daya yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain 

yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.” Secara lebih rinci 

dijelaskan pula bahwa tujuan laporan keuangan entitas nirlaba, termasuk 

catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi 

mengenai: 

1. jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas nirlaba; 

2. pengaruh transaksi, dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat 

asset neto; 

3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu 

periode dan hubungan antar keduanya; 

4. cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, 

memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang 

berpengaruh pada likuiditasnya; 

5. usaha jasa entitas nirlaba. 

Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki 

kepentingan bersama dalam rangka menilai  

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya 

untuk terus memberikan jasa tersebut. 
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2. Cara  manajer  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dan  aspek  

lain  dari  kinerja mereka. 

b. Unsur – Unsur Laporan Keuangan Nirlaba 

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi: 

1. Laporan Posisi Keuangan 
Tujuan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai asset, kewajiban serta asset bersih dan informasi mengenai 

hubungan diantara unsur- unsur tersebut pada waktu tertentu. 

Informasi dalam laporan posisi keuangan yang   digunakan   bersama   

pengungkapan,   dan   informasi   dalam   laporan keuangan  lainnya  

dapat  membantu  para  penyumbang,  anggota  organisasi, kreditor dan 

pihak-pihak lain untuk menilai : 

a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara 

berkelanjutan 

b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi 
kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal. 

2. Laporan Aktivitas 
Tujuan utama laporan aktivitas adalah meyediakan informasi 

mengenai : 

a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah 

dan sifat asset bersih. 

b. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 
berbagai program atau  jasa,  informasi  dalam  laporan  

aktivitas,  yang  digunakan  bersama dengan pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu 

para penyumbang, anggota organisasi, kreditor dan pihak-

pihak lain untuk a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, 

b) menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan  organisasi 

dan memberikan  jasa serta c) 

3. Laporan Arus Kas 
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi 

mengenai penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dalam  suatu  periode.  

Laporan  arus  kas disajikan  sesuai  PSAK  No.2  tentang  laporan  arus  

kas  dengan  tambahan berikut  ini  : a)  aktivitas  pendanaan,  b)  

pengungkapan  informasi  mengenai aktivitas investasi dan pendanaan 

non kas, sumbangan berupa bangunan atau asset investasi. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-

laporan di atas yang bertujuan memberikan  informasi tambahan 

tentang perkiraan-perkiraan yang diyatakan dalam laporan keuangan. 

2.2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan 
Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif 

dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan 

yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena 

setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu 
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perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi 

manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan 

melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian,pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen 

keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, 

pemanfaatan dana (Lipham, 1985; Keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban. Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian 

aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan 

pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan 

penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai 

tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Depdiknas Ditjen 

Dikdasmen, 2000). Dengan demikian manajemen keuangan sekolah merupakan 

rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, 

pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan 

sekolah. 

2.3. Tujuan Pengelolaan Keuangan Pendidikan 
Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan 

kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan 

secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah 

secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan pengelolaan keuangan adalah: 

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 

3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala 

sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang 

menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta 

memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Tujuan utama manajemen keuangan adalah: 

1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian 

sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan 

kembali. 

2. Memelihara barang-barang (aset) sekolah. 

3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, 

dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. 

2.4. Prinsip - Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan 

Pengelolaan keuangan sekolah/madrasah perlu memperhatikan sejumlah 

prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa 

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu, prinsip keefektifan juga 

perlu mendapat penekanan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan dana 

pendidikan meliputi transparansi, akuntabilitas, keefektifan, dan efisiensi. Adapun 

penjelasan masing- masing prinsip tersebut sebagai berikut. 

1. Transparansi 

Transparan berarti ada keterbukaan. Transparan di bidang 

pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu 
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kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang  pengelolaan  keuangan  

yang  transparan  berarti  adanya  keterbukaan dalam pengelolaan 

keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan  

dan  jumlahnya,  rincian  penggunaan,  dan  pertanggungjawabannya 

yang   jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan 

dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan 

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di 

sekolah. Disamping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan 

timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan 

warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

Beberapa informasi keuangan yang boleh diketahui oleh semua 

warga sekolah dan  orang  tua  siswa,  misalnya  rencana  kerja  

anggaran  sekolah/madrasah (RKAS-M),sehingga bisa ditempel di 

papan pengumuman, di ruang guru, atau di depan ruang tata usaha. 

Dengan demikian, siapa pun yang membutuhkan informasi tersebut 

dapat mendapatkannyadengan mudah. Orang tua siswa bisa 

mengetahui jumlah uang  yang  diterima dari  orang  tua siswa  dan 

pemanfaatannya oleh sekolah. Perolehan informasi ini menambah 

kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas  adalah  kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  

lain  karena kualitas  performansinya  dalam  menyelesaikan  tugas  

untuk  mencapai  tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan 

uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang 

telah ditetapkan dan peraturan yang  berlaku,  pihak sekolah  

membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban 

dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya 

akuntabilitas, yaitu adanya (1) transparansi para penyelenggara 

sekolah/madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan 

berbagai komponen dalam mengelola sekolah/madrasah, (2) standar 

kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya, dan (3) partisipasi untuk saling 

menciptakan suasana kondusif dalam mengadakan pelayanan 

masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan 

pelayanan yang cepat 

3. Efektivitas 

Akuntabilitas  adalah  kondisi  seseorang  yang  dinilai  oleh  orang  

lain  karena kualitas  performansinya  dalam  menyelesaikan  tugas  

untuk  mencapai  tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan 

uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
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perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang 

telah ditetapkan dan peraturan yang  berlaku,  pihak sekolah  

membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban 

dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya 

akuntabilitas, yaitu adanya (1) transparansi para penyelenggara 

sekolah/madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan 

berbagai komponen dalam mengelola sekolah/madrasah, (2) standar 

kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya, dan (3) partisipasi untuk saling 

menciptakan suasana kondusif dalam mengadakan pelayanan 

masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan 

pelayanan yang cepat 

4. Efisiensi 

Efisiensi  berkaitan  dengan  kuantitas  hasil  suatu  kegiatan. 

Efficiency”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). 

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) 

dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang 

dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan 

tersebut dapat dilihat dari dua hal: 

a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya: 
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, 

tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil 

yang ditetapkan. 

b) Dilihat dari segi hasil 

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan 

waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-

banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

2.5. Tugas Pengelola Keuangan Sekolah 
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan 

tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah 

pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang 

melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang 

dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah 

pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran 

uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban. 

Kepala Sekolah, sebagai pengelola, berfungsi sebagai Otorisator dan di 

limpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak 

dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan 

pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi 

Bendaharawan, juga di limpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas 

pembayaran. 

Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan 

sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta penggunaan 
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dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas pengelola keuangan 

antara lain: 

1. Pengelolaan untuk perencanaan perkiraan 

2. Pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan 

pembiayaannya 

3. Pengelolaan kerjasama dengan pihak lain 

4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya 

Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan 

dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang 

pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh 

seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain: 

1. Strategic Planning 

Berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal 

yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, 

peramalan, ekonomic dan financial. 

2. Strategic Management 

Upaya mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, 

struktur organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer. 

3. Strategic Thinking 

Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara 

berkesinambungan. 

 

2.6. Sumber-Sumber Keuangan Sekolah 
Sumber-sumber pendapatan sekolah/madrasah bisa berasal dari 

pemerintah, dana masyarakat, dana swadaya, dan sumber lain seperti hibah 

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, 

yayasan penyelenggara pendidikan bagi  lembaga  pendidikan  swasta,  

serta  masyarakat  luas.  Berikut ini  disajikan rincian masing-masing 

sumber pendapatan sekolah/madrasah. 

1. Dana Pemerintah 

Sumber dana pendidikan untuk SD, SMP dan SMA, saat ini 

bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disamping itu, terdapat 

dana khusus melalui     pemerintah daerah provinsi dan kabupaten 

yang disebut dana khusus dari APBDI dan APBD II. Dana BOS 

ini merupakan dana operasi nonpersonalia, sedangkan untuk gaji 

pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana rutin 

melalui APBN dan APBD. 

2. Dana Masyarakat 

Dana ini bisa berasal dari komite sekolah/orang tua siswa atau dari 

sponsor dan donatur.  

3. Dana Swadaya 

Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang 

bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan 

kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan 
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wartel, (4) pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun 

sekolah, (6) kegiatan yang dapat menarik dana dari sponsor, (7) 

kegiatan seminar/pelatihan/lokakarya dengan dana dari peserta 

yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk sekolah, dan (8) 

penyelenggaraan lomba kesenian dengan biaya dari peserta atau 

perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah. 

4. Sumber Lain 

Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada sumber  

pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah baik 

yang bersifat block grant maupun yang bersifat matching grant 

(imbal swadaya). 

 

2.7. Proses Pengelolaan Keuangan di Sekolah 
Secara umum proses manajemen keuangan sekolah meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung-

jawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen 

keuangan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis 

dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut 

mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada 

kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan 

dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan 

waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan 

rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang 

riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak 

didasarkan pada ramalan yang intuitif. Perencanaan sebagai kegiatan yang 

sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Kegiatan 

yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut 

dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui 

dan diatasi. Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar 

kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. 

Yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan keuangan sekolah antara 

lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana 

yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber 

pendapatan dan dari berbagai kegiatan. 

Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana 

pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa 

pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa 

pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima 

tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah 

baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kalau dianalisis pembuatan perencanaan keuangan, Garner( 2004) 

merumuskan sikuensi perencanaan keuangan yang strategis sebagai 

berikut: 1) misi (mission), 2) tujuan jangka panjang(goals), 3) tujuan 
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jangka pendek(objectives), 4) program, layanan, aktivitas(programs, 

services, activities), tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek 

berdasarkan kondisi riil unit sekolah(site-based unit goals & objectives), 

5) target: baik outcomes maupun outputs, 6) anggaran(budget), dan 7) 

perencanaan keuangan yang strategis (strategic financial plan). 

Di samping memperhatikan program pengembangan 

sekolah/madrasah, perencanaan keuangan sekolah/madrasah juga 

mengacu pada penyelenggaraan pendidikan   di  sekolah/madrasah  

secara  keseluruhan.   Kepmendiknas   Nomor 056/U/2001 menyebutkan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah meliputi (1) pelayanan 

yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori 

maupun praktik untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar, 

(2) pelayanan yang bersifat penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar 

dan kegiatan ekstra kurikuler, (3) pengadaan dan perawatan buku 

pelajaran, peralatan pendidikan,  alat  pelajaran,  peralatan  laboratorium,  

perpustakaan  dan  peralatan praktik keterampilan serta bahan praktik 

laboratorium dan keterampilan, (4) pengadaan dan perawatan sarana 

kegiatan penunjang seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang 

kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; (5) penyediaan daya dan jasa 

seperti listrik, telepon, gas dan air, (6) perjalanan dinas kepala sekolah 

dan guru, (7) pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan Komite Sekolah, 

kegiatan sosial, (8) penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa dan atau 

guru, (9) pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat 

kabar, (10) penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorarium, 

lembur, transportasi, insentif  dan lainnya yang menunjang pendidikan. 

Berdasarkan komponen penyelenggaraan pendidikan tersebut,   kepala 

sekolah/madrasah menentukan program prioritas yang perlu dilaksanakan  

dalam  satu  tahun  anggaran  dan  kemudian  dijadikan  program kegiatan 

yang perlu mendapatkan dana. 

2.8. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS-M) 
Dalam menentukan alokasi anggaran, perlu diurutkan tingkat 

kebutuhan kegiatan dari yang paling penting sampai dengan kegiatan 

pendukung yang mungkin dapat ditunda pelaksanaannya.  Hal ini terkait  

dengan tersedianya  waktu, keberadaan tenaga,  dan  jumlah  dana  yang  

tersedia  atau  yang  bisa  diupayakan ketersediaannya. Analisis sumber-

sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. 

Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu 

pelaksaannya ini menghasilkan Rencana Kerja Anggaran  

Sekolah/Madrasah (RKAS-M).  Setiap sekolah wajib menyusun RKAS-M 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja 

Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja 

satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; 

RKAS-M merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan 

dari berbagai sumber  pendapatan  serta  susunan  program  kerja  tahunan  
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yang  terdiri  dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya 

disertai rincian rencana pembiayaannya dalam  satu tahun anggaran. 

Dengan  demikian,  RKAS-M berisi tentang ragam  sumber pendapatan 

dan jumlah nominalnya,  baik  rutin  maupun pembangunan, ragam 

pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. 

Penyusunan RKAS-M perlu memperhatikan asas anggaran antara lain: 

1) Asas kecermatan 

Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga 

dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan. 

 

 

2) Asas Terinci 

Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat 

rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur pengawasan. 

3) Asas Keseluruhan 

Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari 

suatu organisasi secara menyeluruh dari awal sampai akhir tahun 

anggaran. 

4) Asas Keterbukaan 

Semua  pihak  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  atau  pihak  

yang  terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor 

aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam 

pelaksanaannya. 

5) Asas Periodik 

Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu 

yang jelas. 

6) Asas Pembebanan. 

Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran 

perlu diperhatikan. 

2.9. Pengelolaan Keuangan Sekolah yang Efektif 

a. Pembelanjaan Keuangan Sekolah 
Pelaksanaan  kegiatan  pembelanjaan  keuangan  mengacu  

kepada  perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang 

ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus  benar,  efektif  dan  

efisien.  Pembukuan  uang  yang  masuk  dan  keluar dilakukan secara 

cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan 

dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan  yang  benar sehingga 

hasilnya bisa tepat dan akurat. 

Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran 

negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama 

apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat.  Asas 

ini tercermin  dalam  prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara, seperti prinsip efisien, pola 

hidup sederhana, dan sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan 

yang memberatkan anggaran belanja,  ada  ikatan-ikatan  yang  
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berupa: pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-

keharusan dan prinsip- prinsip  yang  harus  diperhatikan  setiap  

petugas  yang  diberi  wewenang  dan kewajiban mengelola uang 

negara. 

Ketentuan yang berupa pembatasan dan larangan-larangan 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan negara antara lain: Undang-Undang 

Perbendaharaan Negara pasal 24, 28, 30 yaitu pengeluaran yang 

melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya, tidak 

boleh terjadi. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak 

boleh ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena adanya 

keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun 

tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan 

terhadap negara. Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya 

mengacu pada hal yang sama yaitu membatasi penggunaan anggaran 

oleh pemerintah dalam jumlah seperti yang diterapkan tercantum 

dalam anggaran  dan  hanya  untuk  kegiatan  seperti  yang  dimaksud  

dalam  anggaran masing-masing (Widjanarko, Sahertian, 1996/1997). 

b. Pembukuan Keuangan Sekolah 
 Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang 

dilakukan oleh bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke 

hari. Agar semuanya bisa lancar maka setiap pemasukan dan 

pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib 

sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu salah 

satu tugas  dari  bendaharawan  sekolah  adalah  mengadakan  

pembukuan  keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat 

berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi 

penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus 

dikeluarkan juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku. 

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap 

penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan 

dalam buku kas. Buku kas bisa berupa Buku Kas Umum (BKU) dan 

Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang 

digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang 

atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian yang 

digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan 

pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di 

BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu setiap ada transaksi 

penerimaan dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan di BKU 

yang kemudian dilakukan pada BKP. BKU dan BKP ditutup setiap 

akhir bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah 

ada pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, pada waktu serah 

terima dari pejabat lama ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun 

bendaharawan pemegang BKU dan BKP. 

Berdasarkan narasi di atas, pembukuan anggaran baik penerimaan 

maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. 
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Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara 

keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Setiap saat 

pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. 

Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap, dan “up to date” 

dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat. 

Pembuatan laporan dilakukan secara teratur, periodik, dan 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selanjutnya,  untuk  menunjang  terlaksananya pengelolaan  

keuangan  yang  baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Perlengkapan  administrasi  keuangan,  yaitu  sekolah  memiliki  

tempat  khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi 

keuangan,  alat hitung, dan buku- buku catatan keuangan. 

2) RKAS-M,  yaitu  sekolah  memiliki  RKAS-M  yang  telah  

disahkan  oleh  kepala sekolah, ketua komite sekolah, serta pejabat 

yang berwenang misalnya kepala dinas  pendidikan  setempat,  

serta  memiliki  program  penjabarannya  sebagai acuan dalam 

setiap penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah. 

3) Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki catatan 

logistik (uang dan barang) sesuai  mata anggaran dan sumber 

dananya masing-masing, sekolah memiliki  buku  setoran  ke  

bank/KPKN/yayasan,  memiliki  daftar  penerimaangaji/honor 

guru dan tenaga kerja lainnya, dan yang terakhir sekolah 

memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan. 
 

c. Pengawasan Keuangan Sekolah 
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau 

kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

sekolah.Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala 

sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa 

keuangan pemerintah.Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, 

kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait 

dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan 

oleh pengawas.Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan 

semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan 

lancar. 

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan 

maksud untuk mengetahui: 

1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, 

2) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif 

maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, 

3) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan 

dan organisasi) secara efesien dan efektif, dan 

4) sistem  yang  lain  atau  perubahan  sistem  guna  mencapai  

hasil  yang  lebih sempurna. 
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Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan 

mendorong agar: 

1) pelaksanaan  anggaran  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  

yang  telah digariskan, 

2)  pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta 

asas-asas yang telah ditentukan, 

3) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi 
atau setidak- tidaknya dapat dikurangi, dan 

4) pelaksanaan tugas berjalan efesien, efektif dan tepat pada 

waktunya. 

2.10. Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah 
Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama 

mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian 

dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan 

dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari 

orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala 

sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari 

pemerintah maka akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah. 

Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa 

juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Disekolah-

sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan sebagian anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari 

serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa: 

1. Dana dibelanjakan sesuai rencana, 

2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak, 

3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau 

diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. 

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok 

staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dsb. Pengelola 

anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang 

direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila 

memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan. 

 

1. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan 

yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambara 

yang mendetail tentang latar belakang, sifat – sifat serta karakteristik yang khas 

dari subjek yang diteliti. 

Maxfield dalam Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah 

penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalita. 

Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan 

suatu pertimbangkan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada 

masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan lembaga pendidikan swasta), 
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karena terbatasnya studi atau penelitian (termasuk literatur - literatur) yang 

membahas mengenai pelaporan keuangan BLU ataupun lembaga pendidikan 

swasta. 

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga 

dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang 

mengevaluasi laporan keuangan tahunan SMK Muhammadiyah 3 Ambulu sebagai  

orginasi nirlaba (lembaga pendidikan) diawali dengan analisis komparatif 

terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan 

akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba 

menyesuaikan dan mengkombinasikan dua unsur, yaitu: 

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. 

2. Laporan Keuangan SMK Muhammadiyah 3 Ambulu tahun 2013 - 
2014. 

Langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1.    Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan 

2.    Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva bersih 

3.    Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih 

4.    Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan 

5.    Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban 

6.    Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan 

7.    Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian 

8.    Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban 

9.    Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa 

10. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. 

. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.2 Pencatatan Transaksi dan Proses Penyusunan Laporan Keuangan 

  Dalam melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi  yang terjadi 

yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku harian kas yaitu 

pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran, kemudian di pindahkan ke dalam 

laporan bulanan seperti rekapan bulanan. 

 Laporan pemasukan dan pengeluaran telah disertai dengan bukti – bukti 

yang dibuat oleh bendahara sekolah. Laporan tersebut terdiri dari pos- pos 

pemasukan seperti kas dan sumbangan dari donatur. Sedangkan untuk pos – pos 

pengeluaran yaitu biaya gaji, biaya praktik,biaya listrik, biaya operasional, biaya 

transportasi dan biaya lain- lain. SMK Muhammadiyah 3 Ambulu belum 

menyusun laporan keuangan yang berdasarkan PSAK no.45 

  

4.2 Penyajian Data 

 Walaupun di SMK Muhamadiyah 3 Ambulu tidak menyusun laporan 

keuangan yang sesuai dengan PSAK no.45. Namun peneliti menyajikan dan 

mengkonstruk laporan yang sesuai dengan ketentuan PSAK No.45 Sehingga 
penyajian pelaporan keuangan lebih meyakinkan. Hal ini dapat mendorong para 

kreditur, donatur dan pihak yang berkepentingan lebih percaya terhadap SMK 

untuk memberikan dan meminjamkan sumber dayanya. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya 

diperoleh kesimpulan, SMK Muhammadiyah 3 Ambulu belum 

menerapkan PSAK 45. Pencatatan hanya sebatas mutasi kas masuk dan 

kas keluar. Akibat belum menerapkan PSAK 45 maka organisasi ini 

belum menyediakan informasi melalui penyusunan Laporan Keuangan 

yang lebih relevan mengenai kondisi atau kinerja organisasi. Penerapan 

PSAK 45 dapat membantu SMK Muhammadiyah 3 Ambulu untuk 

menyusun Laporan Keuangan lebih baik lagi. Penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan PSAK no. 45 bisa memberikan gambaran 

atau informasi yang diperlukan bagi para stakeholdernya (Komite, 

Yayasan, Guru dan Wali murid). Disamping hal tersebut diatas 

penyusunan laporan keuangan dengan PSAK no. 45 dapat memberi 

gambaran tentang perbedaan laporan keuangan organisasi nirlaba 

dengan organisasi profit oriented bagi masyarakat umum.  

Dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai PSAK no. 45 

dapat diketahui pada tahun ajaran 2014 – 2015, SMK Muhammadiyah 3 

Ambulu memperoleh kenaikan Aset Netto sebesar Rp.348.981.050 dari 

hasil kegiatan operasional/Laporan Aktivitas.  

Keterbatasan dalam menerapkan PSAK 45 lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) di SMK 

Muhammadiyah 3 Ambulu dimana tentunya diperlukan biaya dan 

energi ekstra untuk mempelajari PSAK 45 dan menerapkannya. Jika 

Sumber Daya Manusia (SDM) di SMK Muhammadiyah 3 Ambulu 

memiliki kemauan dan siap untuk menerapkan PSAK 45 ini maka 

penerapannya dapat dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Ambulu. 

 

5.1. Saran 
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Berikut ini beberapa saran pada penelitian ini: 

1. Dengan  melihat  hasil  analisis  PSAK  No.  45  dapat  diterapkan  pada  

yayasan pendidikan swasta. oleh karena hal tersebut, kami memberikan 

saran kepada SMK Muhammadiyah 3 Ambulu untuk menggunakan PSAK 

No.45 dalam menyusun laporan keuangannya 

2. SMK Muhammadiyah 3 Ambulu sebaiknya mulai melakukan pelatihan 

dalam menerapkan PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangannya, 

melalui kerja sama dengan tenaga ahli. 

3. Penerapan PSAK 45 dapat menunjukkan kondisi keuangan lebih luas lagi 

dimana pencatatan bukan sebatas kas masuk dan keluar tetapi juga 

menunjukkan posisi kekayaan organisasi dengan adanya pengakuan aset 

dalam laporan posisi keuangan sehingga pengambilan keputusan dapat 

lebih baik lagi. 

4. Untuk Penelitian berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada 

tingkat populasi yang lebih besar serta dengan fokus penelitian yang lebih 

beragam agar hasil penelitian dapat lebih jauh bermanfaat. 
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